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ABSTRAK

bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber
pendapatan daerah yang penting guna membiayai
pelaksanaan pemerintah daerah;

bahwa pengelolaan dan pemanfaatan retribusi daerah
yang tertib, teratur, transparan dan efisien akan
mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan;

bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 347 ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung, perlu menetapkan
Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk
Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan
Bangunan Gedung;

Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: Pasal 18 ayat
(6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam
Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa
Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1945
tetang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17
Tahun 1950 tetang Pembentukan Kota-kota Besar dan
Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 551); Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara



CATATAN

Republik Indonesia Nomor 6573); Undang-Undang Nomor
1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757).

Dalam peraturan daerah ini diatur tentang nama, objek,
subjek retribusi; golongan retribusi; cara mengukur
tingkat penggunaan jasa; prinsip dan sasaran penetapan
besaran tarif; wilayah pemungutan retribusi; tata cara
pemungutan; tata cara pembiayaan; sanksi administratif;
tata cara penagihan; pengurangan, Kkeringanan,
pembebasan; kadaluwarsa penagihan; penghapusan
piutang retribusi; insentif pemungutan; penyidikan;
keberatan wajib retribusi; pengembalian kelebihan
pembayaran retribusi; pemeriksaan retribusi; dan
ketentuan pidana.

Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
tanggal 9 Mei 2022
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